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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan
Sosial Budaya

Fungsioanal penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga
Adat dan Masyarakat dan Hukum Adat

Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak
dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat

pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa Kelurahan Desa /Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Humu Adat

5.299.917,-

Kecamatan,Nagari tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan
2023




I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam
melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan
Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga
adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan
masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama
antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat
lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan
pembangunan pada umumnya. Secara legal formal, dalam Undang-undang
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 ayat 4 diamanatkan bahwa
pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa
dan Kawasan Perdesaan. “Pendampingan” termasuk penyediaan sumber

daya manusia pendamping dan manajemen.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa junto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah
memandatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah
menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan
secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa secara
teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota
dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader

pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Intisari Pendampingan Desa adalah memfasilitasi dan mendampingi
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Fasilitasi dapat dilakukan dengan cara-cara yang kreatif



dan inovatif dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 6 Tahun

2014 tentang Desa beserta seluruh aturan pelaksanaannya.

Masyarakat Desa difasilitasi untuk belajar agar mampu mengelola
kegiatan pembangunan secara mandiri. Berbagai pelatihan dan beragam
kegiatan pengembangan kapasitas diberikan oleh pendamping kepada
masyarakat Desa. Pengembangan kapasitas di Desa dikelola langsung oleh

masyarakat sebagai bagian proses belajar sosial.

Tenaga Pendamping profesional bukan pengelola proyek pembangunan
di Desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya
memberdayakan masyarakat Desa melalui proses belajar sosial. Dengan
demikian, pendamping tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan
administrasi keuangan dan pembangunan Desa, karena berdasarkan
peraturan perundang-undangan hal tersebut sudah menjadi tugas dan

tanggungjawab pemerintah Desa.

Kerja Pendampingan bukanlah melakukan kontrol dan “mobilisasi
partisipasi” terhadap warga Desa dalam rangka menjalankan prosedur-

prosedur kerja yang serba dirancang dari kepentingan luar Desa.

Kerja pendampingan lebih tepat dimaknai sebagai proses fasilitasi
terhadap warga Desa agar berdaya dalam memperkuat Desanya sebagai
komunitas yang memiliki pemerintahannya sendiri (self governing

community).

B.MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Upaya mengembangkan kemandirian dan Kkesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat

Desa.

Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra

pemerintah Desa/Nagari dalam hubugan kerja yang harmonis.



sumber daya alam yang ada di Desa;

R 3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,
potensi, dan nilai kearifan lokal;

4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan

kelompok marginal;

5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;

7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan
Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;

8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya

manusia masyarakat Desa;
9. Melakukan Pendampingan Desa yang berkelanjutan; dan
10.Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan

secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
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C.SASARAN

1. Menerapkan atau mengembangkan model Desa yang sesuai de
: ~ kondisi masing - masing Desa untuk Percepatan SDGs Desa ;
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Agar dapat lebih meningkatkan kualitas pemerintahan dan
masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
dan

Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada

di masyarakat Desa.

D. DASAR HUKUM

I,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558,)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 Tentang perobahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum dalam
Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementrian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);




12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 569);

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Panduan
Operasional Upaya Kesehatan di Pos Pelayanan terpadu dalam
Adaptasi kebiasaan baru untuk penerapan Masyarakat Produktif dan
Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi

Desa Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2022;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016, tentang

Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarg

Pembangunan dan Pemberdayaan a Berencana Kabupaten Pesisir

Selatan;



21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Standar Biaya Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022;

22, Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /Kpts/BPT-
PS/2022 tanggal Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai
Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Kuasa
Penggguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun

Anggaran 2023.

23. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
selatan Nomor : 410/ / SK/BPMPP&KB/2023 tanggal Januarn
2023 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat
pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa,Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun
2023

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PELAKSANAAN

Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan lembaga
Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat Tahun
Anggaran 2023 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :



STRUKTUR ORGANISASI

Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan lembaga
Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

ZULKIFLI, S.Sos
Penanggung Jawab Program/ Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang

rPe_iﬂbal Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPDW
ADE BETHEN PARSILIA,SE. M.Si
Kasubag Keuangan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk

ISMAN, SE, M.Si
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  feeeee==-

dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
L Selatan J
ASLINDA,S.H ( Bendahara Pengeluaran 1
Fungsional Ahli Muda DENI SEPTRISNI

Staf Kasubag Keuangan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir

L Selatan J

RESRINA SARI, S.ST

Staf Pengelola Kegiatan

AZIRA PERTIWI, S.Kom

Staf Pengelola Kegiatan




C. SUMBER DANA

Anggaran Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan
lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat
terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA-OPD : 2.14.2.13.0.00.03.000
dengan jumlah sebesar Rp. 5.299.917.- (Lima Jjuta dua ratus sembilan
puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), sebagai

berikut :

NO | URAIAN JUMLAH (Rp )
1 . Belanja bahan bakar dan pelumas 1.306.800
' (BBM)
gE | Belanja alat tulis kantor 3.23.317
3 ; Belanja bahan cetak 279.800
4 J! 7B—e‘lanja makan minum rapat 22.075.000
S I Belanja perjalan Dinas dalam Kota 2.215.000
6 | Belanja perjalanan dinas Biasa 3.390.000
; ' - Jumlah | 53299917
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III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembinaan Administrasi
Program Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Adat dan Hukum Adat
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di
bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat Tingkat Daerah
Kabupaten/kota serta pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan
lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya
Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ini dibuat
untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan

pada tahun anggaran 2023.

Painan, ¢l Desember 2022

Disetujui Oleh;

Sub. Koordinator Kegiatan

ISW,S.E, M.Si ASLINDA,S.H
NIP. 19720%05 201001 1 011 NIP. 19730801 199403 2003

Diketahui / Disetujui oleh ;
Pengguna Anggaran /
Kepala DPMDPP&KB Kab. Pesisir

“Selatan

ik

ZULKIFLLS.Sos
NIP. 19690218 199303 1 003
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. Program

. Unit Kerja

Bidang

4. Jabatan

Program

Kegiatan

. Sub Kegiatan

8. Dana

9. Lokasi

10.

Tahun

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

: Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan lembaga adat

dan masyarakat hukum adat

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

: Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial

Budaya

: Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat,Lembaga Adat

dan Masyarakat Hukum Adat

: Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di

bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota

: Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

: Rp. 249.999.818,-
: Kecamatan, Nagari tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan

: 2023



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya
disingkat (PKK) adalah Gerakan Nasional dalam Pembangunan Masyarakat
yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk
masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertagwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sejahtera, maju dan
mandiri, kesertaan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan
lingkungan. Pelaksanaan 10 Program PKK disesuaikan dengan Program
Dinas Terkait melalui rakor (Rapat Koordinasi ) setiap tahun yang
merupakan Mitra Kerja dari TP -PKK kabupaten Pesisir Selatan. Program
PKK disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat
sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat menghasilkan dampak
positif ditengah-tengah masyarakat

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
1. Mengetahui Perkembangan Gerakan PKK di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Mengetahui keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program
3. Untuk mengetahui hambatan dan masalah yang dihadapi serta upaya
Pemecahan masalah untuk tercapainya keluarga yang berkualitas,
sejahtera dan mandiri

4. Peningkatan Kinerja Penggurus Organisasi Perempuan

2. Tujuan
Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan
kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertagqwa
kepada TuhanYang Maha Esa ,berakhlak mulia dan berbudi luhur,sehat
sejahtera,maju dan mandiri kesetaraan dan keadilan gender dan kesadaran

hukum dan lingkungan.



C. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaan

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga adalah

keluarga, baik dipedesaan maupun diperkotaan yang perlu ditingkatkan dan

dikembangkan kemampuan dan kepribadian di bidang :

X

Mental spritul meliputi sikap dan prilaku sebagai insan hamba
Tuhan,anggota masyarakat dan warga Negara yang dinamis serta
bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Fisik Materil meliputi Pangan,Sandang,Kesehatan, Kesempatan Kerja
yang layak serta Lingkungan Hidup yang schat dan lestari melalui

peningkatan Pedidikan,Pengetahuan dan Keterampilan

D. DASAR HUKUM

)

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

3. Undang -undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

kependudukan dan pembangunan kependudukan dan pembangunan

keluarga sejahtera;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman

10.

Penataan Lembaga Kemsyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga,

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Pokok,Fungsi,Tata Kerja dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir

Selatan;



11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Januari 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2023;

12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /KPTS/BPT-PS /2023
tanggal Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Kuasa Penggguna
Anggaran,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;

13. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 410/ /SK/BPMD,PP&KB-PS/2023 tanggal Januari
2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Keluarga Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :



STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023

4 ZULKIFLI.S.Sos
Pcnanggung Jawab l’mgmm. I)L‘llgglli’ld ........................................................
Anggaran/ Pengguna Barang ]
L ( Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) N
SKPD
2 \ ADE BETHEN PARSILIA,SE,M.Si

Kasubag Keuangan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pesisir

Selatan
\_ J

ISMAN.S.E, M.Si.
Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK)

K .

r
ASLINDA, S.H ( Bendahara Pengeluaran \
Fungsional Ahli Muda
; DENI SEPTRISNI
k- Staf Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pesisir
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B. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan

Keluarga Tahun 2023, dilaksanakan Bulan Januari sampai dengan Desember

2023.

RENCANA KERJA DAN SUMBER DANA

Anggaran Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam

penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan
Keluarga dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
(DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2023 Nomor DPA-SKKPD : 2.14.2.13.0.00.03.000 dengan jumlah
sebesar Rp. 249.999.818,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan
ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah)

rincian sbb :

NO URAIAN JUMLAH (Rp )
1 Belanja Honorarium (PPTK) 7.200.000
2 Belanja bahan bakar dan pelumas (BBM) 20.790.000
3 Belanja alat tulis kantor (ATK) 2.843.938
- Belanja bahan cetak 3.308.500
5 Belanja Materai 500.000

6 Belanja makan minuman rapat (makan peserta) 43.670.000
74 Belanja makanan dan minuman jamuan tamu 1.237.500
8 Belanja pakaian batik tradisional 31.500.000
9 Belanja pakaian olahraga 12.404.880
10 Belanja jasa juri perlombaan /pertandingan 6.250.000
11 Belanja jasa penyelenggaraan acara 23.100.000
12 Belanja Sewa Gedung dan Tempat Pertemuan 6.000.000
13 Belanja Sewa Alat Musik 4.000.000
14 Belanja perjalanan dinas biasa 67.195.000
1S Belanja perjalanan dinas dalam kota 10.750.000
16 | Belanja hadiah yang bersifat perlombaan 20.000

Jumlah 249.999.818
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Demikianiah Kerangkn Acuan Kerja ( KAK ) ini dibuat untuk dapat

digunakan sebagal acuan dalam melaksanakan kegiatan,
Painan, of Desember 2022

Disetujui oleh |

Sub Keordinator Kegiatan

~ ASLINDA, 8.H
NIP. 19720808 201001 1 011 NIP. 19730801 199403 2 003

Diketahui / Disetujui oleh ;

Pengguna Anggaran /
Kepala DPMD,PP&KB
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